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WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa Tahun 2018, perlu menjabarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota
Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Langsa Tahun 2018.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara %.
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Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN

2018.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018
terdiri atas:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 125.634.683.815,-
b. Dana Perimbangan Rp. 464.209.420.000,-
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 92.000.233.850,-
Jumlah Pendapatan Rp. 681.844.337.665,-
2. Belanja Daerah:
Belanja Tidak Langsung:
a. Belanja Pegawai Rp. 265.289.502.560,-
b. Belanja Bunga Rp. -
c. Belanja Subsidi Rp. -
d. Belanja Hibah Rp. 8.240.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.082.500.000,-
f. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.571.242.255 -
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 101.015.634.812,-
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,-

Jumlah %



Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 377.698.879.627 ,-

Belanja Langsung:
a. Belanja Pegawai Rp. 78.206.759.896,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 184.089.418.043,-
c. Belanja Modal Rp. 45.408.924.861,-
Jumlah Belanja Langsung Rp. 307.705.102.800,-
Jumlah Belanja Daerah Rp. 685.403.982.427 ,-
Surplus/ (Defisit) Rp. (3.559.644.762,-)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 3.559.644.762,-
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 3.559.644.762.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. =

Pasal 2

Ringkasan penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H
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Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 700



LampiranI Peraturan Walikota Langsa
Nomor : 53 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017

KOTA LANGSA

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR
RAIAN JUMLAH
URUT v
1 2 3

1 PENDAPATAN 681.844.337.665,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 125.634.683.815,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 12.425.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.287.422.550,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 618.845.242,00
1.1.4 Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadagah 2.400.000.000,00
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 104.903.416.023,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 464.209.420.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.196.834.000,00
1.2. Dana Alokasi Umum 444.012.586.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 92.000.233.850,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 17.571.400.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 20.448.365.850,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.980.468.000,00
2 BELANJA 685.403.982.427,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 377.698.879.627,00
2.1.1 Belanja Pegawai 265.289,502.560,00
2.1.4 Belanja Hibah 8.240.000.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.082.500.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1,571.242,255,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 101.015.634.812,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 307.705.102.800,00
2.2.1 Belanja Pegawai 78.206.759.896,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.089.418.043,00
2.2.3 Belanja Modal 45.408.924.861,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.559.644.762,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.559.644.762,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.559.644.762,00

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

3.559.644.762,00

0,00

Langsa, 29 Desember 2017
~WALI KOTA LANGSA
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RINGKASAN PENJABARAN APBK

Halaman 1




